PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2009
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a bahwa dengan adanya kenaikan bahan-bahan makanan di pasaran dan
dalam rangka memenuhi peningkatan kualitas pelayanan terhadap tamu,
maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan lampiran Peraturan
Daerah Provins Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang
Retribuss Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di  lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa berdasarkann pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Provins Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang
Retribuss Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di  Lingkungan
Pemerinta Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
1106);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Dagerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741);

16. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan
Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan
Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur
Kalimantan Timur masa Jabatan 2008-2013;

17. Peraturan Daerah Provins Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2005
tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Daerah Tahun 2005
Nomor 03 Seri C; Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

18. Peraturan Daerah Provins Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2008
tentang Organisas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provins
Kalimantan Timur;

19. Peraturan Daerah Provins Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008
tentang Organisas dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provisndi Kalimantan
Timur.

Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menetapkan

dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/ VILLA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal |

Mengubah struktur dan besarnya tarif sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah
Provinss Kaimantan Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat
Penginapan/Pesangggrahan/Villa di Lingkungan Pemerintah Provins Kalimantan Timur
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 Nomor 03 Seri C; Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 21) diubah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran
Peraturan Daerah ini.
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Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provins Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
padatangga 23 Maret 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
padatanggal 23 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,
ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda
Prov. Kaltim,

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si
Pembina Tingkat |
Nip. 19560628 198602 1 004
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINS

KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 03 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PENGINAPAN / PESANGGRAHAN /VILLA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

1. Samarinda
- Kamar VIP
- Kamar Standard
2. Balikpapan
- Kamar VIP |
- Kamar VIP I
- Kamar Standard |
- Kamar Standard 11
Untuk Supir/Pengemudi
- Kamar Standard
3. Jakarta
- Kamar VIP |
- Kamar VIP I

- Kamar Standard |
- Kamar Standard 11

Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)/Kamar/Hari
Rp. 275.000,-(duaratus tujuh puluh limaribu rupiah) /Kamar

/hari

Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)/orang)/Hari
Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)/Orang/Hari
Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah)/Orang/Hari
Rp. 105.000,-(seratus limaribu rupiah)/Orang/Hari

Rp. 85.000,-(delapan puluh limaribu rupiah)/Orang/Hari

Rp. 185.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) /orang)

[Hari

Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)/Orang/Hari
Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)/Orang/Hari
Rp. 115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah)/Orang/Hari

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda

Prov. Kaltim,

H. Sofyan Helmi, SH, M.Si

Pembina Tingkat |

Nip. 19560628 198602 1 004

Samarinda, 23 Maret 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK
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